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 Abstract  

Inflation and unemployment are thorny problems that are 

always faced by the State of Indonesia related to the lack of 

quality economic growth. An increase in inflation is usually 

defined as a continuous/general increase in the price of goods 

and services. This study aims to overcome the problem of 

unemployment after rising inflation. The research method 

used is descriptive qualitative with data processing 

techniques. The results of the study indicate that the 

government carries out` fiscal and monetary policies that are 

carried out simultaneously with mutually reinforcing 

measures to overcome the problem of unemployment after 

rising inflation. 

 

 Abstrak  

Inflasi dan pengangguran merupakan masalah pelik yang 

selalu dihadapi oleh Negara Indonesia terkait dengan 

kurangnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 

Peningkatan inflasi biasanya didefinisikan sebagai kenaikan 

harga barang dan jasa secara terus menerus/umum. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengatasi masalah pengangguran setelah 

inflasi meningkat. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengolahan data. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan 

kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan bersamaan 

dengan langkah-langkah yang saling memperkuat untuk 

mengatasi masalah pengangguran setelah inflasi meningkat. 
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PENDAHULUAN 

Kenaikan inflasi biasanya diartikan sebagai kenaikan harga barang maupun jasa secara 

terus-menerus/umum. Inflasi merupakan satu diantara beberapa indikator penting bagi 

perekonomian sebuah negara terutama di Indonesia. Agar perekonomian negara dapat berada 

pada kondisi yang stabil dan terkendali maka pertumbuhan inflasi pada negara harus 

diupayakan stabil dan rendah. Jika inflasi semakin tinggi maka tingkat kemiskinan di negara 

tersebut juga akan bertambah dikarenakan banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Berikut merupakan data inflasi negara Indonesia periode 

2022: 

 

Tabel 1 

Inflasi Negara Indonesia 2022 

 
 

Berdasarkan tabel data dari BPS diatas dapat diketahui semenjak januari 2022, inflasi 

mengalami kenaikan yang sangat pesat dan yang tertinggi berada pada bulan September 2022 

lalu yaitu sebesar 5.95%. Kenaikan inflasi juga sangat berpengaruh terhadap pengangguran, 

dikarenakan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat tentunya menyebabkan 

masyarakat menuntut upah yang lebih besar agar penghasilan mereka dapat sesuai dengan 

inflasi dan menutupi biaya kebutuhan pokok. Sedangkan dengan adanya inflasi biaya produksi 

sebuah perusahaan juga akan meningkat dikarenakan bahan baku produksi yang meningkat, 

dengan begitu beberapa perusaahan akan melakukan pembatasan tenaga kerja yang akan 

menyebabkan naiknya tingkat pengangguran. Berikut merupakan data pengangguran negara 

Indonesia periode 2018-2022: 
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Gambar 1 

Grafik pengangguran 

Berdasarkan data grafik dari BPS diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran 

di Indonesia meningkat, dan yang paling tinggi terdapat pada Q3 tahun 2020 yaitu 7.07%. 

Dikarenakan inflasi yang selalu meningkat dan tingkat pengangguran yang semakin banyak 

setiap tahunnya, penulis hendak melakukan analisis lebih lanjut mengenai kebijakan 

pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi di Negara. Tujuan dan alasan 

dilakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan yang dapat 

mengatasi permasalahan pengangguran pasca kenaikan inflasi tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini diketahui menggunakan metodologi berupa pendekatan kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2019) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai metode yang 

berlandaskan paham postpositivisme guna meneliti objek alamiah atau eksperimen dengan 

peniliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data secara trigulasi (Yuliani, 2018). 

Adapun pendekatan kualitatif yang diterapkan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 

sebagai penggambaran kondisi apa adanya tanpa memberi sikap manipulasi terhadap variabel 

yang dilakukan penelitian. 

Penelitian ini didukung dengan penerapan teknik pengolahan data yaitu mencari sumber 

data yang berasal dari jurnal/buku, dan berita. Selain itu, penelitian juga menentukan hipotesis 

yang dijadikan pedoman agar hasil penelitian lebih terarah untuk mencapai kesimpulan 

penelitian. Adapun objek penelitian ini memfokuskan pada ancaman pengangguran pasca 

kenaikan inflasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi nasional. Peningkatan biaya lebih lanjut juga akan membuat 

kegiatan produksi menjadi sangat tidak menguntungkan. Hal ini menyebabkan pemilik 

modal menjadi kerap berkenan menggunakan uangnya untuk tujuan spekulatif. Tujuan 

ini dicapai antara lain dengan membeli aset tetap berwujud seperti rumah, bangunan, 

dan tanah. Pengusaha lebih menyukai kegiatan investasi seperti itu, yang mengurangi 

investasi produktif dan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi. Akibatnya, tingkat 

pengangguran akan meningkat pula. Oleh karena itu, dalam rangka menghadapi dan 
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mengatasi dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari inflasi terhadap tingkat 

pengangguran, pemerintah menerapkan dua buah kebijakan, berupa kebijakan fiskal 

dan kebijakan moneter.  

Dalam menjalankan kebijakan fiskal, terbagi pula menjadi tiga bentuk tindakan 

yang dilakukan, yakni: 

Menyesuaikan pengeluaran pemerintah, dengan menetapkan batas defisit 

Anggaran Negara diatas 3% dari PDB sampai tahun fiskal 2022 dan defisit akan 

kembali pada angka paling tinggi sebesar 3% pada 2023. Dalam suatu kondisi dimana 

tercapainya titik keseimbangan dengan tingkat pendapatan nasional yang berkaitan 

dengan tingkat pengangguran. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat 

menambah pengeluarannya sejumlah yang diperlukan untuk meningkatkan titik 

tingkat pendapatan nasional. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan 

kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. 

Menyesuaikan pengeluaran pajak, dengan menetapkan pajak pendapatan sebesar 

20% di tahun 2022. Dalam suatu kondisi dimana tercapainya titik keseimbangan 

dengan tingkat pendapatan nasional yang berkaitan dengan tingkat pengangguran. 

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat mengurangi tingkat pajak, yang akan 

meningkatkan disposable income rumah tangga. Hal ini akan menyebabkan terjadinya 

peningkatan pengeluaran rumah tangga, yang juga akan mengakibatkan peningkatan 

pengeluaran agregat. Alhasil, tingkat pendapatan nasional ikut mengalami kenaikan, 

sehingga terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat 

pengangguran. 

Menyesuaikan pengeluaran pemerintah dan pajak, dengan menggabungkan 

kedua tindakan pada poin sebelumnya. Dalam suatu kondisi dimana tercapainya titik 

keseimbangan dengan tingkat pendapatan nasional yang berkaitan dengan tingkat 

pengangguran. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat menambah 

pengeluarannya sejumlah yang diperlukan serta mengurangi tingkat pajak untuk 

meningkatkan titik tingkat pendapatan nasional. Hal ini akan menyebabkan terjadinya 

peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. 

Selanjutnya, dalam menjalankan kebijakan moneter, terbagi pula menjadi dua 

bentuk tindakan yang dilakukan, yaitu: 

Dalam upaya memitigasi tingkat pengangguran dan proses operasi ekonomi 

nasional (dengan kondisi tidak terjadi perubahan tingkat harga), Bank Sentral 

melakukan penambahan tingkat penawaran uang. Tindakan ini akan menurunkan 

tingkat suku bunga dan mendorong berbagai pengusaha untuk lebih banyak 

berinvestasi. Peningkatan investasi tersebut akan menyebabkan terjadinya kenaikan 

tingkat pengeluaran agregat dan kenaikan tingkat pendapatan nasional, sehingga 

mencapai titik keseimbangan yang lebih tinggi. Akibatnya, akan terjadi peningkatan 
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kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. 

Dalam upaya memitigasi tingkat pengangguran dan proses operasi ekonomi 

nasional (dengan kondisi terjadi perubahan tingkat harga), Bank Sentral melakukan 

penambahan tingkat penawaran uang. Tindakan ini akan menurunkan tingkat suku 

bunga dan mendorong berbagai pengusaha untuk lebih banyak berinvestasi. 

Peningkatan investasi tersebut akan menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat 

pengeluaran agregat dan kenaikan tingkat pendapatan nasional riil. Namun, 

dikarenakan terjadinya kenaikan tingkat harga, menyebabkan titik keseimbangan yang 

dicapai menjadi lebih rendah dibandingkan dari poin sebelumnya. Perubahan tingkat 

harga tersebut juga menyebabkan berkurangnya tingkat konsumsi riil rumah tangga, 

berkurangnya tingkat ekspor, serta bertambahnya tingkat impor. Alhasil, akan terjadi 

peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran, meskipun tidak 

sebesar poin sebelumnya. 

Dari kedua kebijakan di atas, yakni kebijakan fiskal dan moneter, dapat diketahui 

bahwa kedua kebijakan tersebut perlu dijalankan secara bersamaan dengan langkah-

langkah yang saling memperkuat masing-masing kebijakan untuk mencapai upaya 

yang paling efektif dalam mengatasi permasalahan pengangguran pasca kenaikan 

inflasi. Dikarenakan kedua kebijakan dilaksanakan oleh dua buah badan yang berbeda, 

antara lain Kementerian Keuangan (untuk kebijakan fiskal) dan Bank Sentral (untuk 

kebijakan moneter), perlu dilakukan penyesuaian kebijakan ekonomi kedua belah 

pihak agar tercapainya pemecahan secara efisien terhadap permasalahan yang dihadapi. 

 

KESIMPULAN 

Kenaikan inflasi biasanya diartikan sebagai kenaikan barang atau jasa secara 

terus-menerus atau meningkat. kenaikan inflasi dapat berpengaruh pada pengangguran 

karena harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Tingkat inflasi yang tinggi tidak 

akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan pada ekonomi negara. Akibatnya, 

tingkat pengangguran akan meningkat pula.  Berdasarkan grafik BPS pada September 

2022 mengalami kenaikan sebesar 5,95% dan pengangguran pada 2020 sebanyak 

7,07%. Dalam rangka untuk mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari 

kenaikan inflasi pemerintah menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kedua 

kebijakan tersebut, dapat diketahui bahwa kedua kebijakan tersebut perlu dijalankan 

secara bersamaan dengan Langkah-langkah yang saling memperkuat masing-masing 

untuk mengatasi permasalahan pengangguran pasca kenaikan inflasi. 
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